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ABSTRAK

Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang sebagai cagar budaya
merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
dalam kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kota. Kawasan ini memiliki nilai historis dan kultural yang
strategis sehingga memerlukan pengaturan dan pengelolaan yang terintegrasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam
pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang serta mengkaji kendala dan upaya
harmonisasi  antar  tingkat = pemerintahan dalam  perspektif  urusan
pemerintahan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan
pemerintahan daerah dan cagar budaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan kawasan dilaksanakan berdasarkan sistem urusan pemerintahan
konkuren, di mana pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemerintah provinsi berperan dalam koordinasi dan pengawasan, serta
pemerintah kota melaksanakan kewenangan operasional. Kendala yang dihadapi
meliputi tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang belum optimal. Oleh
karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan sinergi antar tingkat
pemerintahan guna mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: pembagian kewenangan, urusan pemerintahan konkuren,

cagar budaya, urusan pemerintahan.
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ABSTRACT

The management of the Kota Lama Semarang area as a cultural heritage site
constitutes part of governmental affairs in the field of culture within the framework
of the distribution of authority among the central government, provincial
government, and municipal government. As an area possessing significant
historical and cultural value, its management requires an integrated regulatory and
administrative approach. This research aims to analyze the division of authority in
managing the Kota Lama Semarang area and to examine the obstacles and
harmonization efforts among different levels of government from the perspective
of governmental affairs.This study employs a normative juridical method using
statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal
sources, including legislation related to regional government and cultural heritage,
as well as secondary legal materials such as relevant legal literature and
doctrines.The results indicate that the management of the area is implemented under
the system of concurrent governmental affairs, in which the central government
establishes norms, standards, procedures, and criteria; the provincial government
performs coordinating and supervisory functions; and the municipal government
exercises operational authority. The main challenges include overlapping authority
and suboptimal coordination. Therefore, policy harmonization and strengthened
intergovernmental synergy are necessary to ensure effective and sustainable
management.

Keywords: division of authority, concurrent governmental affairs, cultural

heritage, governmental affairs.
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